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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang sangat penting dan 

strategis dalam kehidupan masyarakat; sehingga dalam penyelenggaraannya 

dianggap perlu untuk dikuasai oleh Negara dan dalam hal pembinaannya harus 

dilakukan oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan dan 

mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar,

tertib dan teratur, nyaman, efisien, dan mampu menjangkau seluruh pelosok

wilayah Indonesia, sebagai salah satu faktor penunjang pemerataan dan

pertumbuhan pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh

masyarakat. Berangkat dari uraian di atas, untuk mengadakan pembinaan lalu

lintas dan angkutan jalan, maka pada tanggal 12 Mei 1992 ditetapkanlah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan yang dianggap perlu sebagai suatu aturan-aturan

umum dan berlaku secara Nasional dalam hal pengaturan lalu lintas dan

iangkutan jalan di Indonesia.

'Konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu
Lintas Jalan

1
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Seperti yang dimaksud pada Konsideran Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

dinyatakan bahwa:2

a. bahwa transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk 
memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkukuh 
pertahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa, dalam 
usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang- 
Undang Dasar 1945;

b. bahwa transportasi di jalan sebagai salah satu moda transportasi 
tidak dapat dipisahkan dari moda-moda transportasi lain yang di tata 
dalam sistem transportasi nasional yang dinamis dan mampu 
mengadaptasi kemajuan di masa depan, mempunyai karakteristik 
yang mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan dan 
memadukan moda transportasi lainnya, perlu lebih dikembangkan 
potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung 
wilayah baik nasional maupun internasional, sebagai penunjang, 
pendorong, dan penggerak pembangunan nasional demi peningkatan 
kesejahteraan rakyat;

c. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur lau lintas dan 
angkutan jalan yang ada pada saat ini tidak sesuai lagi dengan 
kebutuhan dan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan 
teknologi;
bahwa untuk meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan lalu 
lintas dan angkutan jalan sesuai dengan perkembangan kehidupan 
rakyat dan bangsa Indonesia serta agar lebih berhasilguna dan 
berdaya guna dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai lalu 
lintas dan angkutan jalan dalam Undang-undang;

d.

Dengan demikian, menurut Konsideran Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di 

atas, maka pemerintah sebagai pembina dibidang lalu lintas dan angkutan jalan 

seperti yang dimaksud pada ketentuan Pasal 4 Undang-undang Republik

2Konsideran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan
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Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang

menyatakan bahwa:

(1) Lalu lintas dan angkutan jalan dikuasai oleh negara dan pembinaannya 

dilakukan oleh pemerintah.

(2) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan berdasarkan 

ketentuan dalam Undang- undang ini.

Dan menurut ketentuan Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan yang menyatakan

bahwa:

(1) Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan diarahkan untuk 
meningkatkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam 
keseluruhan moda transportasi secara terpadu dengan 
memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat untuk 
mewujudkan tujuan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerintah.

Pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas, harus berasaskan

dan bertujuan seperti yang dimaksud Pasal 2 Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang

menyatakan bahwa: “Transportasi jalan sebagai salah satu moda transportasi

nasional diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama dan

kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kepentingan umum, keterpaduan,

kesadaran hukum, dan percaya pada diri sendiri”, dan menurut ketentuan Pasal

3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa:
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untukTransportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan 
mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, 
lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, maupun memadukan moda 
transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk 
menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, 
penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang 
terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Berangkat dari makna seperti yang dimaksud pada ketentuan Pasal 4 dan 

Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 Tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka pada tanggal 5 Juli 1993 ditetapkanlah 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang 

Angkutan Jalan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 

Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, serta pada

tanggal 14 Juli 1993 ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan, dan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan

Pengemudi.

Kini banyak pemilik kendaraan bermotor yang melakukan modifikasi 

malahan kreativitas mereka tidak diragukan lagi dalam melakukan utak-atik 

sepeda motornya. Hampir semua jenis sepeda motor yang sudah menjalani 

proses rombakan, ditemukan hilir mudik di jalan. Bahkan, sepeda motor yang 

sudah berubah bentuk fisiknya tersebut ada yang sangat berbeda dari ciri khas 

aslinya.

“Perubahan bentuk dari sepeda motor itu, tentunya tidak menjadi masalah 

selama fungsinya tidak bergeser. Kendati telah berubah rupa, yang perlu diingat
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Namun, dalamperuntukannya tetap untuk membonceng manusia, 

perkembangannya, modifikasi terhadap sepeda motor juga dilakukan sejumlah 

produsen makanan karena dinilai sangat efisien. Untuk kelancaran jalannya

usaha perusahaan, banyak sepeda motor dijadikan andalan sebagai alat angkut. 

Motor diberi tambahan bagasi pada bagian belakangnya. Mengubah fungsi 

sepeda motor yang seharusnya untuk membonceng manusia jadi pengangkut 

barang, memang tidak ada larangannya, asalkan penambahan bagasi sepeda 

motornya, tidak menyimpang dari ketentuan. Oleh karena itu, jika sepeda motor 

tersebut berubah fungsi, harus ada izin dari Dinas Perhubungan. Ini memang 

beralasan, sepeda motor yang berubah fungsi tentu ada risikonya baik bagi

pengendara motor pengguna jalan lainnya. Ada perubahan tersebut 

dikhawatirkan akan menimbulkan terjadinya kecelakaan lalu lintas”.3

Kembali pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menurut ketentuan Pasal 1 Undang- 

undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, maka yang dimaksud dengan Lalu lintas adalah gerak 

kendaraan, orang, dan hewan di jalan, Angkutan adalah pemindahan orang 

dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan 

kendaraan, Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, serta 

Kendaraan adalah satu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan 

bermotor atau kendaraan tidak bermotor, dan Kendaraan bermotor adalah

3wwv/.goog\c.com/Ensiklopedia Dinas Perhubungan, diakses tanggal 9 Juni 2007
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kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan 

itu. Jadi, yang diatur disini adalah gerak kendaraan, orang, dan hewan mengenai 

pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan 

menggunakan satu alat yang dapat bergerak di jalan, yang terdiri kendaraan 

yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu dan 

kendaraan yang tidak digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada 

kendaraan itu di jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi dinyatakan

bahwa:4

“Kendaraan bermotor dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu :
a. sepeda motor;
b. mobil penumpang;
c. mobil bus; 

mobil barang;
e. kendaraan khusus.”
d.

Berkaitan dengan perkembangan teknologi dan cttrend” pada saat ini, 

banyak pemilik sepeda motor yang telah merubah bentuk atau memodifikasi 

sepeda motornya untuk menciptakan kendaraan yang sesuai cttrend” tanpa 

memperhatikan lagi aspek kelaikan seperti yang dimaksud pada Pasal 12 Ayat 

(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa : “Setiap kendaraan 

bermotor yang dioperasikan dijalan harus sesuai dengan peruntukannya, memenuhi

4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan 
dan Pengemudi.
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persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan kelas jalan yang 

dilalui.Termasuk dalam pengertian dioperasikan di jalan adalah kendaraan yang 

sedang berjalan atau yang berhenti di jalan. Pengertian sesuai dengan 

peruntukannya adalah setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus 

sesuai dengan rancangan peruntukannya. Pengertian persyaratan teknis adalah 

persyaratan tentang susunan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, 

rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, 

penggunaan, penggandengan, dan penempatan kendaraan bermotor. Sedangkan 

pengertian laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang 

harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran 

udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan dijalan.

Dengan demikian maka penulis bermaksud untuk menuangkannya dalam

suatu skripsi yang berjudul : “ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN

BENTUK PADA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA

B. Permasalahan

Memperhatikan kembali uraian dalam alasan pemilihan judul tersebut di 

atas, maka penulis mengambil beberapa pokok permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana Kelaikan Kendaraan Sepeda Motor Yang Mengalami Perubahan 

Bentuk Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 ?

2. Bagaimana Sanksi Pidana Terhadap Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang 

Mengalami Perubahan Bentuk Tersebut ?
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C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk Menjelaskan Kelaikan Kendaraan Sepeda Motor Yang Mengalami

Perubahan Bentuk Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992.

2. Untuk Menjelaskan Sanksi Pidana Terhadap Kendaraan Bermotor Roda

Dua Yang Mengalami Perubahan Bentuk Tersebut.

D. Manfaat Penulisan

Penulisan ini diharapkan untuk dapat memberikan manfaat baik, manfaat

secara teoritis maupun manfaat praktis.

Manfaat Teoritis1.

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memberikan

sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan

memperluas wawasan serta menambah pengetahuan dalam bidang lalu 

lintas dan angkutan jalan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat dijadikan bahan 

acuan/pedoman serta sumbangan pemikiran bagi para 

kendaraan, para aparatur negara maupun bagi masyarakat 

khususnya pengetahuan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.

pengguna

awam
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E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

normative. Penelitian normative adalah suatu penelitian yang dilakukan

dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yaitu dengan cara 

penelusuran dan pengkajian beberapa literatur yang berhubungan dengan 

pokok pembahasan. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian yuridis 

empiris yaitu dengan melakukan wawancara terhadap masyarakat sebagai 

sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder

dan ditunjang oleh data primer. Sifat datanya adalah kualitatif yakni

maksudnya untuk menggali pengetahuan-pengetahuan mengenai data

sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (Library Research) yang

bersumber dari :

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan 

lain yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini seperti Undang- 

undang Nomor. 14 Tahun 1992, serta literatur-literatur yang menunjang 

dalam penulisan skripsi ini.
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b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer yang berupa literatur-literatur, karya tulis ilmiah, 

majalah atau jurnal dan artikel yang berhubungan dengan materi

penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

seperti kamus, indeks dan ensiklopedia.

F. Tekhnik Pengumpulan Data

Adapun tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan

skripsi ini didasarkan pada jenis data sekunder melalui studi dokumentasi yaitu 

dengan cara melakukan pengumpulan dan penelusuran literature dan analisis 

terhadap sumber-sumber bahan hukum yang menunjang dalam penulisan skripsi

ini.

G. Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum yang, dianalisis 

deskriptif kualitatif, yaitu suatu bentuk pengolahan data yang awalnya panjang 

lebar kemudian diolah menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis, 

selanjutnya diambil kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan dalam 

skripsi ini.

secara
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